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SAMBUTAN 
KEPALA LPMP 

Sulawesi Selatan 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya 

LPMP Sulawesi Selatan berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja Tahun 2019  dengan 

tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk 

menyusun laporan kinerja setiap tahun. 

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian 2 (dua) sasaran kegiatan dan 13 

indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja LPMP Sulawesi Selatan tahun 2019. 

Secara umum LPMP Sulawesi Selatan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan 

dalam perjanjian kinerja, akan tetapi masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan di tahun 

mendatang. 

Permasalahan tersebut antara lain belum terbangunnya budaya   mutu pada satuan pendidikan, 

rendahnya komitmen penyelenggaran pendidikan dalam pelaksanan penjaminan mutu pendidikan, 

dan terbatasnya kewenangan LPMP dalam melakukan intervensi langsung pada satuan pendidikan 

dalam upaya pemenuhan SNP. Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, 

diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan. 

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang 

dihasilkan LPMP Sulawesi Selatan pada tahun 2019. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai 

bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang 

pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang. 

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

terselesaikannya laporan kinerja LPMP Sulawesi Selatan pada tahun 2019. 

 
 

Makassar,  28 Januari 2019 

Kepala LPMP Sulawesi Selatan 

 

 

 

Drs. H. Abdul Halim Muharram, M.Pd. 

NIP 19640715 199403 1 002  

 

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua 
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APBN   : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  

BAPPEDA : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

DIPA   : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran  

Dapodik   : Data Pokok Pendidikan  

FOPPSI  : Forum Operator Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia 

IKK    : Indikator Kinerja Kegiatan  

LPMP   : Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan  

LAKIP   : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan  

NPSN  : Nomor Pokok Sekolah Nasional 

PK    : Perjanjian Kinerja  

PMP   : Pemetaan Mutu Pendidikan  

PTK   : Pendidik dan Tenaga Kependidikan  

PPK   : Penguatan Pendidikan Karakter 

Renstra   : Rencana Strategis  

RKA   : Rencana Kerja Anggaran 

RKT   : Rencana Kerja Tahunan 

RKS   : Rencana Kerja Sekolah 

SAKIP   : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  

SATGAS  : Satuan Tugas 

SDM   : Sumber Daya Manusia  

SK    : Sasaran Kegiatan  

SD   : Sekolah Dasar  

SNP   : Standar Nasional Pendidikan  

SMP   : Sekolah Menengah Pertama  

SMA   : Sekolah Menengah Atas  

SMK   : Sekolah Menengah Kejuruan  

SPMI  : Sistem Penjaminan Mutu Internal 

SPME  : Sistem Penjaminan Mutu Eksternal 

TPMPD  : Tim Penjaminan Mutu Pemerintah Daerah 

UN    : Ujian Nasional  

UPT    : Unit Pelaksana Teknis  

ZI WBK   : Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi  

WBBM   : Wilayah Bersih Bebas Melayani  

 

DAFTAR SINGKATAN 
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Laporan Kinerja LPMP Sulawesi Selatan tahun 2019 ini merupakan laporan kinerja 

tahun kelima atas pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2015 ð 2019. Laporan 

kinerja ini menyajikan tingkat capaian dua sasaran kegiatan dan 13 indikator kinerja 

sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Tingkat ketercapaian dan 

ketidaktercapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada Bab III. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IKHTISAR EKSEKUTIF 

RINGKASAN  

CAPAIAN 

INDIKATOR  

KINERJA 

Capaian Ó 100% 

Capaian Ò 100% 

KINERJA 

ANGGARAN 

97,22% 
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SASARAN KEGIATAN 1 

Terwujudnya tata kelola LPMP Sulawesi Selatan yang baik. 

 

Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang  pendidikan. 
 

SASARAN KEGIATAN 2 
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Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian 

kinerja antara lain: 

1. Peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan 8 SNP merupakan 

tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan 

satuan pendidikan namun LPMP Sulawesi Selatan sebagai UPT Kemdikbud 

tidak memiliki kewenangan melakukan intevensi langsung pada pemenuhan 

seluruh Standar Nasional Pendidikan.  

2. Aplikasi PMP yang digunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data mutu 

satuan pendidikan yang dikembangkan oleh unit utama masih memiliki 

berbagai macam masalah seperti kapasitas server tidak memadai untuk 

menerima pengiriman data yang sangat banyak secara serentak, update versi 

yang dilakukan pada saat pengisian instrumen, jumlah responden PTK dan 

siswa tidak terpenuhi sesuai data Dapodik.  

3. Beberapa satuan pendidikan masih terdaftar di Dapodik, padahal sudah tidak 

operasional lagi (tidak aktif/tutup), dan memilki NPSN ganda.  Kondisi ini 

mempengaruhi capaian satuan pendidikan yang berhasil dipetakan mutunya. 

4. Adanya pengantian sekolah Binaan SPMI/Sekolah model jenjang SD dan SMP 

karena ditetapkan sebagai sekolah rujukan atau bermutu. 

5. Kebijakan Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan yang tidak 

mengizinkan satuan pendidikan jenjang SMA dan SMK terlibat dalam program 

sekolah SPMI Binaan LPMP (Sekolah Model). 

6. Rapor mutu belum sepenuhnya digunakan oleh satuan pendidikan untuk 

menyusun rencana pemenuhan mutu (RKA/RKT/RKS).  

 

Berdasarkan permasalahan diatas, beberapa rekomendasi yang kami usulkan 

untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.  

1. Mengoptimalkan komunikasi dan membangun kemitraan dengan pemerintah 

daerah dan satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. 

2. Melakukan koordinasi dengan satgas PMP pusat dan memberikan saran bagi 

penyempurnaan sistem pengumpulan dan pengolahan data mutu pendidikan. 
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3. Mengusulkan penghapusan data satuan pendidikan yang tidak operasional 

lagi ke Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang 

memiliki kewenangan terkait hal tersebut. 

4. Segera melakukan penggatian sekolah SPMI Binaan LPMP Sulawesi Selatan 

sesuai dengan usulan dan hasil verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten/kota.. 

5. Melakukan pengalihan kuota sekolah SPMI Binaan LPMP Sulawesi Selatan 

(sekolah model) dari jenjang SMA/SMK ke jenjang SD/SMP. 

6. Meningkatkan sosialisasi tentang fungsi dan manfaat rapor mutu untuk 

peningkatan mutu satuan pendidikan.  
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A. Gambaran Umum  

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sulawesi Selatan 

merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal 

Pendidikan Dasar dan Menengah dengan wilayah kerja meliputi 24 kabupaten/kota 

di Propinsi Sulawesi Selatan. Saat ini, Kepala LPMP Sulawesi Selatan dijabat oleh Dr. 

H. Abd. Halim Muharram, M.Pd. yang dilantik pada tanggal 26 Januari 2016 

berdasarkan SK Nomor:111/MPK/RHS/KP/2016.  

Pendirian LPMP Sulawesi Selatan berawal dari peralihan fungsi Balai Penataran 

Guru (BPG) Ujung Pandang sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 

nomor: 087/O/2003 tertanggal 4 Juli 2003 tentang pendirian Lembaga Penjamin 

Mutu Pendidikan.  Selanjutnya pada tahun 2005 diperbaharui lagi dengan 

Permendiknas RI No. 7 Tahun 2007 tentang Lembaga Pejaminan Mutu Pendidikan 

yang merubah kata òPenjaminó menjadi òPenjaminanó. Perubahan dari BPG menjadi 

LPMP berimplikasi pada perubahan tugas pokok dan fungsi, yakni dari lembaga 

pelaksana pendidikan dan pelatihan menjadi lembaga penjaminan mutu pendidikan.  

LPMP Sulawesi Selatan memiliki ketersediaan sumber daya manusia sejumlah 

125 orang PNS dan 48 orang tenaga honorer. Dari 125 PNS terdapat tenaga 

fungsional tertentu sejumlah 24 orang, pejabat struktural 11 orang, dan fungsional 

umum 90 orang, dengan kualifikasi pendidikan Doktor (S3) sebanyak 9 orang, 

Magister (S2) sebanyak 54 orang, Sarjana (S1) sebanyak 46 orang, Diploma Tiga (D3) 

sebanyak 1 orang, SMA sebanyak 11 orang, SMP dan SD atau masing-masing 

sebanyak 2 orang. 

 

 

 

 

BAB I PENDAHULUAN 
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B. Dasar Hukum 

1.  Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerinatah; 

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

3.  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

4.  Permendikbud No. 9 Tahun 2016 tentang sistem akuntabilitas kinerja di 

lingkungan kemendikbud. 

5.  Permendikbud No. 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMP. 

 

C. Tugas Pokok dan Fungsi  

Tugas LPMP Sulawesi Selatan adalah melaksanakan penjaminan mutu, 

pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugasnya LPMP menyelenggarakan 

fungsi:  

1. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

2. Supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam 

penjaminan mutu pendidikan;  

3. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah 

dalam penjaminan mutu pendidikan nasional; 

4. Pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah secara nasional;  

5. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu 

pendidikan secara nasional;  

6. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar 

dan pendidikan menengah; dan  

7. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP.  
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D. Struktur Organisasi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E. Isu Strategis 

Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi LPMP Sulawesi Selatan dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah : 

1. Berdasarkan Hasil pemetaan mutu Tahun 2019, belum ada satuan pendidikan 

(SD, SMP,SMA, SMK) di Provinsi Sulawesi Selatan yang memenuhi 8 Standar 

Nasional Pendidikan.  

2. Komitmen penyelenggara pendidikan untuk mengimplementasikan sistem 

penjaminan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan belum merata baik 

di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat satuan pendidikan.  

KASUBAG 
Perc. & 

Penganggaran 

 

KABID PSMP 

 
KABID FPMP 

Kelompok Jabatan 

Fungsional 

 

KASUBAG 

TU dan RT 

KASUBAG 
Tatalaksana  

& Kepeg. 

 

KASI 

Dikdas 

 

KASI 

Dikmen 

 

KASI Pemetaan 

Mutu 

Pendidikan 

KASI Supervisi 

Mutu 

Pendidikan 

 

 

KEPALA LPMP 

KABAG UMUM 
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3. Hasil pemetaan mutu pendidikan belum sepenuhnya dimanfaatkan  oleh 

penyelenggara dan pelaksana pendidikan pada berbagai tingkatan untuk 

mengawal penjaminan mutu pendidikan. 

4. Belum maksimalnya pelaksanaan fasilitasi pemenuhan mutu satuan pendidikan 

berdasarkan rencana pemenuhan mutu yang telah ditetapkan. 

5. Hasil analisis dan rekomendasi mutu berdasarkan rapor mutu belum benar-

benar ditindaklanjuti oleh satuan pendidikan dan dinas pendidikan 

kabupaten/kota. 

6. Belum optimalnya implementasi pembelajaran berorientasi kecakapan abad 21 

pada satuan pendidikan. 

7. Belum optimalnya Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) pada 

satuan pendidikan. 

8.  Pelibatan masyarakat kurang maksimal dalam peningkatan mutu pendidikan. 

9. LPMP sebagai UPT Kemdikbud memberikan pemahaman dan melakukan 

pendampingan pelaksanaan SPMI pada satuan pendidikan dalam upaya 

pemenuhan 8 SNP, namun pelaksanaan pemenuhannya tetap menjadi 

wewenang satuan pendidikan dan pemerintah daerahnya. 
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A. Visi dan Misi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Tujuan Strategis 

Kode Tujuan Strategis  

TS1 
Peningkatan capaia n SNP satuan pendidikan dasar dan menengah di 

Provinsi Sulawesi Selatan  

TS2 
Peningkatan efekti fitas penjaminan mutu pendidikan pada satuan 

pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulawesi Selatan  

TS3 
Sinergi  pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penja minan mutu 

pendidikan dasar dan menengah  

TS4 
Penguatan tata kelola birokrasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan  

Sulawesi Selatan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.  

 

 

 

 

BAB II PERENCANAAN KINERJA 

Terwujudnya Penjaminan Mutu Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar 

dan Menengah sesuai Standar Nasional Pendidikan yang Berlandaskan 

Semangat Gotong Royong di Provinsi Sulawesi Selatan 

 

VISI 

 ̧ Memberikan layanan penjaminan mutu pendidikan dasar dan 

menengah yang berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan 

 ̧ Mengembangkan model penjaminan mutu pendidikan dasar 

dan menengah di Provinsi Sulawesi Selatan 

 ̧ Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan  pendidikan 

dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 

Menengah di Provinsi Sulawesi Selatan 

 ̧ Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Lembaga Penjaminan 

Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan yang efisien, efektif, 

transparan, dan akuntabel. 

 

MISI 
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C. Perjanjian Kerja 

 

Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2019 

 

 

 

 

No. Indikator Kinerja Target  Anggaran 

1 SD yang telah dipetakan mutunya  100% 

        

10,651,088,000  

2 
SD yang meningkat indeks 

efektivitasnya 
95% 

3 SMP yang telah dipetakan mutunya  100% 

4 
SMP yang meningkat indeks 

efektivitasnya 
95% 

5 SMA yang telah dipetakan mutunya  100% 

6 
SMA yang meningkat indeks 

efektivitasnya 
95% 

7 SMK yang telah dipetakan mutunya  100% 

8 
SMK yang meningkat indeks 

efektivitasnya 
95% 

9 
Persentase SD yang telah disupervisi 

dan difasilitasi dalam pencapaian SNP 
80% 

        

29,059,884,000  

10 
Persentase SMP yang telah disupervisi 

dan difasilitasi dalam pencapaian SNP 
80% 

11 
Persentase SMA yang telah disupervisi 

dan difasilitasi dalam pencapaian SNP 
80% 

12 
Persentase SMK yang telah disupervisi 

dan difasilitasi dalam pencapaian SNP 
80% 

 

 

 

 

 

 

No. Indikator Kinerja Target  Anggaran 

13 
Nilai Minimal SAKIP LPMP Sulawesi 

Selatan 
80 

        

36,320,340,000  

 

 

 

 

Terwujudnya Tata Kelola LPMP Sulawesi Selatan yang Baik. 

SASARAN KEGIATAN 2 

Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang  pendidikan. 
 

SASARAN KEGIATAN 1 
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A. Capaian Kinerja Organisasi 

Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2019, LPMP Sulawesi Selatan menetapkan dua 

sasaran kegiatan dengan 13 indikator kinerja untuk dicapai. Berikut uraian tingkat 

ketercapaian dari sasaran kegiatan beserta indikator kinerja LPMP Sulawesi Selatan  

Tahun 2019.  

 

 

 

Upaya LPMP Sulawesi Selatan meningkatkan penjaminan mutu pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya dilakukan 

melalui kegiatan pemetaan mutu satuan pendidikan, supervisi mutu satuan 

pendidikan, dan fasilitasi satuan pendidikan sesuai 8 Standar Nasional 

Pendidikan. Pemetaan mutu ini diperlukan agar setiap satuan pendidikan dapat 

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing berkaitan dengan 

pencapaian Standar Nasional Pendidikan. Dalam implementasinya, sejak tahun 

2016, penjaringan data mutu pendidikan dilakukan dengan menggunakan 

Aplikasi Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) dan Dapodik.  

Berdasarkan hasil koordinasi dengan penanggung jawab pemetaan mutu 

pendidikan tingkat pusat, penghitungan realisasi hasil pemetaan mutu 

pendidikan tahun 2019 yang digunakan untuk mengukur capaian indikator 

kinerja kegiatan (IKK) satu sampai dengan delapan  menggunakan rapor mutu 

hasil pengumpulan data tahun 2018  yang pengolahan datanya dilakukan pada 

bulan Februari hingga April 2019. 

Pelaksanaan pengolahan dan analisis data hasil Pemetaan Mutu Pendidikan 

dilakukan dengan membuat rentang capaian SNP dengan menggunakan fungsi 

standar deviasi. 

 

 

 

 

Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang  pendidikan. 
 

SASARAN KEGIATAN 1 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 
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Sehingga rentang nilai capaian SNP yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

Kategori Baras Bawah Batas Atas 

Menuju SNP 1 0.00 2.04 

Menuju SNP 2 2.04 3.70 

Menuju SNP 3 3.70 5.06 

Menuju SNP 4 5.06 6.66 

SNP 6.66 7.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peningkatan penjaminan mutu pendidikan diukur dengan peningkatan 

skor/indeks capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hasil pemetaan 

mutu tahun 2019 menunjukkan bahwa kategori capaian SNP pada jenjang 

SD, SMP, dan SMA sama dengan kategori capaian tahun sebelumnya yaitu 

berada pada kategori òmenuju SNP 4ó. Sementara untuk jenjang SMK 

terdapat peningkatan kategori capaian dari òMenuju SNP 3ó menjadi òMenuju 

SNP 4ó. Meski demikian, terdapat peningkatan rerata skor  capaian SNP pada 

semua jenjang.  

Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dilakukan dalam bentuk 

fasilitasi dan supervisi mutu pendidikan serta pemberian bantuan teknis 

kepada satuan pendidikan dasar dan menengah dalam upaya pemenuhan 8 

SNP. 
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Terwujudnya tata kelola LPMP Sulawesi Selatan yang baik ditandai dengan 

peningkatan nilai/skor akuntabilitas kinerja dan penyerapan anggaran setiap 

tahunnya.  

Untuk ketercapaian sasaran tersebut, beberapa upaya telah dilakukan 

antara lain: pengembangan sistem informasi penjaminan mutu berbasis daring 

(e-spmi), pengembangan aplikasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

program/kegiatan,  pembentukan Unit 

Layanan Terpadu (ULT), pembentukan 

tim ZI WBK dan tim SAKIP, 

optimalisasi peran Satuan Pengawas 

Internal (SPI) serta peningkatan 

kompetensi pegawai melalui berbagai 

kegiatan.  

Ketercapaian sasaran kegiatan 

LPMP Sulawesi Selatan tahun 2019 

dijabarkan melalui uraian capaian 13 indikator kinerja kegiatan berikut ini. 

IKK 1. òSD yang telah dipetakan mutunyaó  

Realisasi 

2018 

Tahun 2019 Target 

Renstra 

2019 

% Capaian 

Terhadap Akhir 

Renstra 2019 
Target Realisasi 

% 

Capaian 

97.69% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Realisasi indikator SD yang telah 

dipetakan mutunya pada tahun 

2019 sama dengan capaian 

tahun sebelumnya. Dari target 

6.434 SD, yang terealisasi 

sebesar 6.413. Sebanyak 10 

sekolah tidak melakukan 

pemetaan karena sudah tidak 

operasional lagi, tapi masih terdaftar di Dapodik dan beberapa sekolah 

Terwujudnya Tata Kelola LPMP Sulawesi Selatan yang Baik. 

SASARAN KEGIATAN 2 
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teridentifikasi memiliki NPSN ganda. Namun demikian, dari 6.413 SD yang 

melakukan pemetaan mutu melalui Aplikasi PMP, sebanyak 6.388 SD yang data 

rapor mutunya dapat diolah. Ini berarti terdapat peningkatan jumlah SD yang 

rapor mutunya dapat diolah dibanding tahun tahun 2018 yang hanya mencapai 

4.913 sekolah. 

Upaya yang dilakukan untuk mendukung ketercapaian indikator satuan 

pendidikan (SD, SMP, SMA, SMK) yang telah dipetakan mutunya antara lain:  

1. Mengoptimalkan peran pengawas sekolah dalam mengawal pemetaan mutu 

di sekolah binaan masing-masing, di antaranya dengan mewajibkan 

pengawas melakukan verifikasi dan validasi data hasil isian responden di 

aplikasi PMP. 

2. Melakukan pendampingan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ke 

sekolah, sebagai upaya pemahaman tentang pentingnya pemetaan mutu di 

sekolah. 

3. Memaksimalkan fungsi sekretariat penjaminan mutu pendidikan tingkat 

provinsi dan kabupaten/kota yang tergabung dalam Tim Penjaminan Mutu 

Pendidikan Daerah (TPMPD) Provinsi dan kabupaten/kota di Sulawesi 

Selatan.  

4. Memaksimalkan peran operator pendataan di tingkat propinsi dan 

kabupaten/kota dengan pelibatan pada beberapa kegiatan seperti 

Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan, Bimbingan Teknis Pengumpulan 

Data PMP, dan Koordinasi Pelaksanaan Pengumpulan Data Mutu 

Pendidikan, serta verifikasi data mutu pendidikan. 

5. Pemberian penghargaan/reward bagi 10 kabupaten/kota dengan progress 

pengiriman data PMP tertinggi. 

6. Terlaksananya semua tahapan kegiatan yang mendukung terlaksananya 

pemetaan mutu satuan pendidikan untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK 

berupa: 

a. Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan yang melibatkan unsur Bupati,  

BAPPEDA, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Dewan 

Pendidikan, dan satuan pendidikan. 
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b. Bimbingan Teknis Fasilitator Daerah Pengumpulan Data yang diikuti 72 

peserta yang akan melakukan bimtek dan pendampingan kepada 

pengawas pengumpul data mutu. 

c. Bimbingan Teknis Pengawas Pemetaan Mutu Pendidikan yang diikuti 

oleh 1.391 pengawas sekolah yang akan mendampingi satuan 

pendidikan dalam melakukan pemetaan mutu melalui aplikasi PMP. 

d. Pelaksanaan Pengumpulan Data Pemetaan Mutu Pendidikan oleh 

semua satuan pendidikan. 

e. Verifikasi dan Validasi Data Pemetaan Mutu Pendidikan dilaksanakan 

oleh pengawas terhadap sekolah binaannya masing-masing. Sementara 

LPMP melakukan verifikasi dan validasi secara acak terhadap 768 

satuan pendidikan. 

f. Penyusunan Peta Mutu dan Pengolahan Data Mutu, Analisis Data Mutu, 

dan Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Mutu. Hasil dari kegiatan 

tersebut adalah tersusunnya profil mutu pendidikan Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2019. 

g. Diseminasi Pemetaan Mutu yang melibatkan unsur Bupati, BAPPEDA, 

Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota, Dewan Pendidikan, 

Pengawas sekolah dan satuan pendidikan dengan total peserta 146 

orang. 

 

PETA MUTU PENDIDIKAN JENJANG SD TAHUN 2019  
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Bimtek Pemetaan Mutu 

pendidikan bagi pengawas 

sekolah 
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Nilai rerata capaian SNP jenjang SD pada semua kabupaten/kota di Propinsi 

Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya dan berada pada kategori òmenuju SNP 4ó. Perolehan nilai rerata 

tertinggi adalah Kota Parepare sebesar 5.68 sedangkan nilai rerata terendah 

pada Kabupaten Luwu Utara dengan skor 5.4 

 

Indikator Capaian SNP 

Standar Kompetensi Lulusan   

Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap 6.92 

Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan 4.35 

Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan 6.33 

Standar Isi   

Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan 5.85 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai 

prosedur 
5.9 

Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan 5.77 

Standar Proses   

Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan 6.73 

Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat 6.67 

Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses 

pembelajaran 
6.27 

Standar Penilaian Pendidikan   

Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi 6.55 

Teknik penilaian obyektif dan akuntabel 5.85 

Penilaian pendidikan ditindaklanjuti 6.54 

Instrumen penilaian menyesuaikan aspek 5.71 

Penilaian dilakukan mengikuti prosedur 5.7 

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan   

Ketersediaan  dan kompetensi guru sesuai ketentuan 5.05 

Ketersediaan  dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan 6.04 

Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai 

ketentuan 
1.12 

Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan 0 

Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan 0.4 

Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan   

Kapasitas daya tampung sekolah memadai 4.31 

Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang 

lengkap dan layak 
2.29 

Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang 

lengkap dan layak 
1.98 

Standar Pengelolaan Pendidikan   

Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan 6.42 

Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan 6.27 

Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas 2.07 
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Indikator Capaian SNP 

kepemimpinan 

Sekolah mengelola sistem informasi manajemen 6.14 

Standar Pembiayaan   

Sekolah memberikan layanan subsidi silang 6.84 

Beban operasional sekolah sesuai ketentuan  6.8 

Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik 4.03 

 

Hasil pemetaan mutu 2019 menunjukkan bahwa dari 8 SNP, standar Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan (PTK) dan Standar Sarana dan Prasarana 

merupakan standar dengan skor terendah. Kondisi ini patut mendapat 

perhatian serius dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penanggung 

jawab standar tersebut, utamanya untuk lima indikator dengan capaian 

terendah. 

 

 

 

 

 

 

 

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan 

pemetaan mutu pendidikan jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK serta langkah 

antisipasinya.  

a. Hambatan dan Permasalahan 

1. Pelaksanaan pemetaan mutu melalui pengisian kuesioner pada aplikasi 

PMP belum dipahami sebagai pelaksanaan evaluasi diri sekolah, 

akibatnya sebagian sekolah melaksanakan program tesebut hanya 

sekedar menggugurkan kewajiban dari Pemerintah Pusat. 

2. Belum adanya kejelasan reward dan punishment bagi satuan 

pendidikan yang tidak atau terlambat melakukan pengiriman data PMP 

5 Indikator dengan Capaian Terendah Jenjang SD 
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menyebabkan beberapa sekolah kurang termotivasi melakukan 

pengisian data PMP. 

3. Sekolah mengalami kesulitan sinkronisasi data disebabkan kapasitas 

server pusat tidak memadai untuk menerima pengiriman data yang 

sangat banyak secara serentak. 

4. Aplikasi PMP terlambat mengeluarkan rapor mutu sekolah sehingga 

penyusunan rencana pemenuhan mutu juga terlambat dilakukan. 

5. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) masih dianggap sebagai 

kewajiban sekolah-sekolah tertentu saja, seperti sekolah model dan 

sekolah rujukan. 

b. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah: 

1. Memberikan pemahaman kepada sekolah tentang tujuan dan pentingnya 

melaksanakan pemetaan mutu melalui peran pengawas sekolah dan 

penguatan dari LPMP di setiap kesempatan bertemu dengan pihak 

sekolah. 

2. Mengusulkan perlunya reward dan punishment bagi satuan pendidikan 

yang tidak atau terlambat melakukan pengiriman data PMP ke 

penanggung jawab pemetaan Mutu tingkat pusat.. 

3. Melakukan koordinasi dengan Satgas PMP di Pusat untuk 

memaksimalkan pemprosesan dan pengolahan data mutu satuan 

pendidikan.  

4. LPMP melakukan pendampingan SPMI ke sekolah lain di luar sekolah 

model dan rujukan. 

 

IKK 2. òSD yang meningkat indeks efektifitasnyaó 

Realisasi 

2018 

Tahun 2019 Target 

Renstra 

2019 

% Capaian Terhadap 

Akhir Renstra 2019 Target Realisasi 
% 

Capaian 

54% 95% 90.53% 95.29% 100% 95.29% 

 

Ketercapaian indikator ini diukur dengan melihat jumlah satuan pendidikan 

yang meningkat capaian SNPnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

 



 
 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  | 2019 

16 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data mutu tahun 2019, realisasi indikator SD 

yang meningkat indeks efektifitasnya sebesar 90.53% atau 5.783 SD. 

Capaian tersebut lebih rendah dari target sebesar 95%. Meski demikian, 

capaian tersebut lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya. Tingginya 

capaian tersebut antara lain karena adanya perbaikan hasil pengolahan data 

hasil singkron data aplikasi PMP dan Dapodik yang sebelumnya banyak yang 

tidak terbaca (error). Selain itu, perbaikan cara penghitungan indeks 

efektifitas yang sebelumnya berdasarkan òpeningkatan kategori capaian SNPó 

menjadi òpeningkatan rerata capaian SNPó turut mempengaruhi tingginya 

realisasi capaian indikator ini dibandingkan tahun sebelumnya.  
 

Tabel  jumlah SD yang dapat diukur peningkatan indeks efektifitasnya 

Tahun 
Total 

SD 

SD 

Mengirim 

Data 

PMP 

SD 

Belum 

Diolah 

Data 

Mutunya  

SD yang 

Dihitung 

Peningkatan 

Indeksnya 

SD yang 

Menurun/ 

Tetap 

Indeksnya 

SD yang 

Meningkat Indeks 

Efektifitasnya 

JML % 

2017 6,408 6,260 47 6,213 2,345 3,868 62.26% 

2018 6,434 6,413 1,500 4,913 2,248 2,665 54.24% 

2019 6,434 6,413 25 6,388 605 5,783 90.53% 

 

Hasil pengolahan data mutu 

pendidikan menunjukkan adanya 

peningkatan rerata skor SNP jenjang 

SD setiap tahunnya. Rerata skor SNP 

jenjang SD tahun 2019 sebesar 5.54 

lebih tinggi dibanding dengan rerata 

skor nasional sebesar 5.51. 

INDEKS EFEKTIFITAS  

SD TAHUN 2019 


